BUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI MEDAN KENA
DENDA Rp10 JUTA MULAI 2024

Sumber Gambar : cnnindonesia.com

Wali Kota Medan Bobby Nasution menerapkan sanksi denda Rpl0 juta atau
kurungan selama 3 bulan penjara bagi setiap orang yang membuang sampah
sembarangan, terutama ke dalam sungai di Kota Medan. Aturan ini mulai berlaku 1
Januari 2024.

Bobby mengatakan Pemkot Medan mulai memberlakukan Perda Nomor 6
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 57 ayat 1 disebutkan tentang larangan
buang sampah di Sungai. "Perda Nomor 6 Tahun 2015 ini akan diberlakukan mulai 1
Januari 2024, seiring dengan selesainya program Gotong Royong Bersih Sungai Deli.
Sanksi tegas akan dikenakan bagi warga yang buang sampah sembarangan, terutama ke
dalam sungai,” kata Bobby, Kamis (28/12).

Pasal 35 Ayat (1) dalam Perda Nomor 6 tahun 2015 itu memuat ketentuan pidana
dari pelanggaran buang sampah sembarangan sebesar Rp10 juta. "Setiap orang yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.00
(sepuluh juta rupiah),” demikian bunyi dari beleid tersebut.

Bobby langsung menginstruksikan kepada seluruh camat dan lurah untuk
meningkatkan pengawasan, terutama terhadap titik-titik yang selama ini menjadi lokasi
pembuangan sampah. Terlebih Pemkot Medan sebelumnya telah mensosialisasikan
kepada masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan, khususnya ke dalam sungai
menyusul akan diterapkan Perda Nomor 6 Tahun 2015 mulai Januari 2024.
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"Untuk itu kepada teman-teman yang ada di kewilayahan agar terus memantau.
Jika ada yang melanggar segera tindaklanjuti. Saya minta lebih masif lagi dalam menjaga
kebersihan Sungai Deli ini. Apalagi kita juga sudah mensosialisasikan Perda Nomor 6
Tahun 2015 kepada masyarakat," jelasnya.

Sumber Berita:

1. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231228150623-20-1042717/buang-
sampah-sembarangan-di-medan-kena-denda-rp10-juta-mulai-2024. Kamis, 28
Desember 2023.

2. https://sumut.antaranews.com/berita/557691/wali-kota-medan-denda-buang-sampah-
ke-sungai-rp10-juta. Jum’at, 29 Desember 2023.

Catatan:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
Pasal 1

Angka 1 Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam
yang berbentuk padat.

Angka 3 Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

Angka 4 Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang
menghasilkan timbulan sampah.

Angka 5 Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas
berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas
keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan
kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.Pengelola Barang
meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
menetapkan status penggunaannya.
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Pasal 5

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya
pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9 ayat (1)
Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota
mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan
nasional dan provinsi;

b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang
dilaksanakan oleh pihak lain;

d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah
terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampabh;

e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan
selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan
sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

f.  menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

(1) Setiap orang dilarang:
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a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. mengimpor sampah;

c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan;

e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat
pemrosesan akhir; dan/atau

g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan
sampah.



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf ¢, dan huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

(4) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g

2. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Persampahan.
Pasal 32
Setiap orang atau Badan dilarang :
a. Membuang sampah sembarangan.
b. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa seizin Walikota; dan
c. Menimbun sampah atau pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali
sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.

Pasal 35

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 32
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana dengan
paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda
paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
pelanggaran.

Dalam Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan,
tidak ada Pasal 57, sebab Perda tersebut hanya sampai Pasal 37 saja.
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